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RINGKASAN

Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Secara Sisiematik dalam
proyek administrasi pertanahan sebagai upaya uniuk memberikan kepastian
hukum bagi pemegang hak atas tanah (Sri Winarsi, Agus Sekarmadji, 2001, 22
hal) |
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab Permasalahan bagaimana
penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1937
tentang Pendaftaran Tanah Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Pendaftaran hak
Atas Tanah Secara Sistematik Dalam Proyek Administrasi Pertanahan ?
Penelitian int  bertujuan untuk mendapatkan pengelahuan dan
pemahaman  tentang pelaksanaan pehdaﬁaran hak atas tanah secara
sistematik dalam proyek administrasi pertanahan. Penelitian ini penggunakan
metode penelitian normatif dengan pendekatan historis (Historical approach)
dan pendekatan perundang-undangan (Statufe approach). Sehingga hal ini
dilakukan melalui pengkajian terhadap keseluruhan ketentuan hukum yang
berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas yaitu pendaftaran hak atas
tanah secara sistematik dalam proyek administrasi pertanahan sebagai upaya
untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.
Sumber bahan dalam peneiitian ini falah bahan primer dan bahan
sekunder. Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan metode snow balf
yakni menelusuri bahan hukum jebih lanjul dengan melihat pada daflar pustaka
yang dipakai daiam bahan hukum yang sedang dikajl.
Bahan hukum primer metiputi dokumen-dokumen yang dilakukan meilaiul
tahapan-tahapan sebagai berikut
1. Pertama ialah melakukan inventarisasi hukum positif yang berhubungan
dengan pendaffaran hak atas tanah secara sistemalik dalam proyek
administrasi pertanahan sebagai upaya uniuk memberikan kepastian hukum
bagi pemegang hak atas tanah. lnventarisasi ini meliputi peraturan yang
sedang berlaku dan sedang berlaku .

2. Kedua, Identifikasi hukum positif perlanahan yang berkaitan dengan
pendaftaran hak atas tanah
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3. Ketiga, melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan pendaftaran atas tanah secara sistematik. Analisa
berdasarkan content analysis dengan interprelast dan perbandingan dengan
aspek historikal dan doktrin, sehingga dapat menjawab permasalzhan
penefitian ini,

Kesimpulan ialah pendaftaran hak atas tanah merupakan kewajiban dari
pemerintah untuk memberikan Kepastian hukum terutama bagi pemegang hak
atas tanah diseluruh wilayah Indonesia . Hal ini sesuai dengan amanat yang
lerdapat dalam Undang-undang Pokok Agraria  (UUPA) khususnya Pasal 19
UUPA. Hal ini, kemudian ditindak lanjuti dalam peraturan pelaksananya yaitu
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah. Didalam pendaftaran hak atas tanah terdapatl asas-asas
bahwa pendaftaran hak atas tanah harus dilakukan berdasarkan asas aman,
asas terjangkau, asas sederhana dan asas mulakhir. Salah safu cara
pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah yang mencerminkan pelaksanaan
asas-asas lersebut adalah pendaftaran hak atas tanah secara sistematik.
Pendaftaran hak atas tanah secara sistematik tersebut merupakan proyek
pemerintah berdasarkan rencana yang telah ditetapkan terlebih dahuly  atau
dikenal dengan istilah Proyek Administrasi Pertanahan. Proyek fersebut pada
dasarnya segala beban pembiayaan |, inisialif dan tenaga dilakukan ofeh
pemerintah dalam hal ini ditakukan ofeh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

0
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BAB|
PENDAHULUAN

| WEIY

A. Latar Belakang Masalah

Demi tercapainya pembangunan dibidang pertanahan, maka diperiukan
langkah-langkah penyesuaian dan penyempurnaan peraturan perundang-
undangan dibidang pertanahan, terutama didalam sistem Pendaftaran Hak
Atas Tanah. Langkah-langkah ini diperlukan dalam rangka meningkatkan
pelayanan yang semakin sederhana dan efisien yang meliputi tertib
administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan serta tertib pemeliharaan
tanah.

Untuk mencapai sistem kadastral atau sistem pendaftaran hak atas
tanah yang baik, bukanlah sesuatu hal yang mudah. Dalam hal ini
diperlukan adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk mengadakan
pembenahan dan penyerpurnaan didalam peraturan perundang-undangan.
Secara garis besar reformasi kadastral terjadi sebagai akibat adanya
pengaruh dari tuntulan masyarakat terhadap manajemen pertanahan untuk
dapal memperbaiki dan peningkatan pelayanan adminstrasi kepada
masyarakal.

Masalah yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dewasa ini
adalah rendahnya angka statistik persil tanah yang telah didaftar diseluruh
Indonesia, yaitu dari sekitar 55 jula bidang tanah hak yang memenuhi syarat
untuk didaftar, baru + 16,3 jula bidang tanah yang sudah didaftar. Untuk
dapal mengatasi masalah tersebut, maka reformasi dibidang pendaftaran
hak atas tanah alau kadastral sudah saalnya unluk segera dilaksanakan
melalui berbagai pembenahan peningkatan dan penyempurnaan didalam
peraturan perundang-undangannya. Salah salu upaya penyempurnaan
peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan adalah dengan
diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang
dinyalakan lidak berlaku lagi.
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 24 Tahun
1997 tenfang Pendaftaran Tanah, terdapat pengaturan secara operasional
yang harus dilakukan oleh Badan Perfanahan Nasional (BPN) dalam
mempercepal pendaftaran hak atas tanah yaitlu dengan melakukan
pendaftaran bidang-bidang tanah secara sistematik metalui Proyek
Adminisirasi Perlanahan atau dikenai dengan islilah Ajudikasi. Pendaftaran
hak atas tanah secara sistematik dianggap dapal memberikan hasil yang
lebih besar dalam waklu relalif singkat, karena pengumpulan dala
pendaftaran hak atas tanah dilakukan secara serentak yang mefiputi semua
obyek pendaftaran hak atas tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau
bagian wilayah sualu desa atau kelurahan. Dengan cara ini masyarakat
secara langsung dapat mengelahui diadakannya pendaftaran hak alas

tanah tersebut sehingga keberalan-keberatan yang ada dapat diketahui.

B. Rumusan Masalah
Latar belakang masalah penelitian diatas, permasalahan yang mendasar
penelitian ini adalah :
1. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor
24 tahun 1997 lentang Pendaftaran Tanah dikaitkan dengan
pelaksanaan pendaftaran hak alas tanah secara sistemalik dalam

Proyek Adminigtrasi Pertanahan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan mengindentifikasi pelaksanaan pendaftaran hak atas lanah
secara sistemalik dalam proyek administrasi pertanahan untuk
memberikan kepastian hak atas tanah.

2. Untuk mengindentifikasi aplikasi pelaksanaan pendaftaran hak alas
tanah secara sistematik dalam proyek administrasi pertanahan unfuk
memberikan kepastian hak atas tanah di Badan Pertanahan Nasional
(BPN).

2
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D. Kontribusi Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi konsepsi dan
aplikast pendaftaran hak atas tanah secara sistematik dalam proyek
adminsirasi pertanahan sehingga dapat memberikan kepastian hak atas
tanah dan dapat diberikan pelayanan secara cepat dan akurat.

Peneiitian ini juga diharapkan memberikan koniribusi berupa hasil
penelitian yang dapat dijadikan rujukan (teksbook) dalam perkuliahan
Hukum Agraria, khususnya yang berhubungan dengan pendafiaran hak
atas tanah,s erta dapat bermanfaat dalam pembinaan hukum nasional
kKhususnya dalam bidang Hukum Agrarla.

3
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

Kebijaksahaan nasional di bidang pertanahan telah diatur dalam
ketentuan pokoknya yailu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria
(UUPA).(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1360 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043). Untuk
memberikan jaminan Kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah,
maka pemerintah melaksanakan pendaflaran lanah, sebagaimana
lercantum dalam ketenluan Pasai 18 UUPA yaity
(1) Untuk  menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan

pendaftaran tanah di seluruh wllayah Republik Indonesia mehurut
ketentuan-ketenuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi

a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut

¢. Pemberian suraf-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alaf

pembuktian yang kuat.

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara
dan masyarakat, keperiuan lalu tinfas sosial ekonomi, serfa kemungkinan
penyelenggaraannya menurul pertimbangan Menteri Agraria

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan
dengan pendaftaran maksud dalam ayat 1, dengan ketentusn bahwa
rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-hiaya
tersebut.

Pendaftaran datam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai
pencatatan. Sedangkan pendaftaran hak atas tanah menurut Boedi Harsono
adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara
terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan Keterangan atau data
tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan
rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang
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pertanahan termasuk penerbitan tanda buktinyga dan pemeliharaannya.
(Boedi Harsono, 1999 © 28)

Konsep selanjulnya adalah istilah sistematik, dalam kamus besar
bahasa Indonesia diartikan sebagai susunan aturan, pengetahuan
mengenai suatu sistem.. isfilah pendaftaran hak atas !anah secara
sistematik, menurut PP Nomor 24 Tahun 1897 berarli kegiatan pendaftaran
tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak meliputi semua
pendaftaran fanah yang belum didafiar dalam wilayah atau bagian suatu
desa atau kelurahan.

Proyek administrasi pertanahan yang disebut ajudikasi, yang berasal
darl kala ajudication yang diartikan sebagai riwayat tanah. Sedangkan
dalam peraturan perundang-undangan, ajudikasi diartikan sebagai kegiatan
yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah unfuk pertama
kali meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data
yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah uniuk
keperluan pendaftarannya. Pengertian hak atas tanah adalah hak atas
tanah sebagian tertentu permukaan bumi yang terbatas, yang diberlkan
kepada orang/badan hukum tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA) untuk digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan
diatur dengan ketentuan Pasal 16 UUPA

LAPORAN PENELITIAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ... SRI WINARSI
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BAB il
METODE PENELITIAN

Pemilihnan metode peneiitian ini dibatasi oleh perumusan masalah, obyek
yang diteliti dart tradisi kellmuan hukum H#u sendiri. Penelitian ini merupakan
penelitian normatif yang didukung dengan pendekatan secara empiris. Oleh
karena itu, pendekatan masaiah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
historis perbandingan dan perundang-undangan (sfatute approach) sehingga
hal ini dilakukan melalui pengkajian terhadap keseluruhan ketentuan hukum
yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas yaitu Pendaftaran Hak
Atas Tanah Secara Sistematlik dalam Proyek Adminisirasi Pertanahan Sebagai
Upaya Untuk Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah.
Pembahasan masalah datam penefitian ini juga didukung dengan mefakukan
penganalisaan pendaftaran hak atas tanah secara sistematik yang ada di
Kantor Pertanahan Kofa Surabaya.

Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan metode snow ball
yaitu menelusuri bahan hukum lebih lanjul dengan melihat pada daftar pustaka
yang dipakai dalam bahan hukum yang sedang dikaji.

Bahan kepustakaan dikumpulkan dengan menggunakan sistem Kartu
{card system). Karftu kutipan disusun berdasarkan pokok masalah dalam
penelfitian mni. Bahan yang fterkumpul dijadikan “sfafe of the art” dalam
menganalisa bahan sekunder dari fapangan.

Bahan primer dikumputkan dari Undang-undang, Perafuram Pemerintah,
Ordonasi, Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, dsb,

Bahan sekunder dikumpulkan dari  buku-buku ilmiah, kamus
ensiklopedia, jurnal-jurnal imiah yang menyangkut bidang pertanahan.

6
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BAB IV
HASIL DAN ANALISIS

A. Pendaftaran Hak Atas Tanah

Pendaftaran hak atas lanah yang dilakukan oleh Pemerintah untuk
seluruh  wilayah Indonesia mempunyal tujuan untuk memberikan jaminan
kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada setliap subyek yang
mempunyai hak atas tanah. Hal ini sesual dengan salah satu tujuan dari
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitlu meletakkan dasar-dasar untuk
memberlkan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagl rakyat
seluruhnya. Hal ini membawa konsekwensi bagi Pemerintah untuk
mengadakan pendaftaran hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia yang
bersifat rechts kadaster.

Perihal pendaftaran hak alas tanah yang dialur dalam UUPA, lebih fanjut
diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961
{(Lembaran Negara Tahun 1861 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2171) tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 lelah disempurnakan dengan Peraturan
Pemerintah Republik indonesia Nomor 24 Tahun 1997 (Lembaran Negara
Tahun 1987 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696) tentang
Pendaftaran Tanah.

Pendafiaran Tanah menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 adalah :

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus
menerus  berkesinambungan dan {eralur, meliputi pengumpulan,
pengoiahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan
data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah
yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta
hak-hak tertentu yang membebaninya Pasal 1 bulir 1 (Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 lentang
Pendsaftaran Tanah, 1997:3.)

Pengertian Pendaftaran hak atas tersebut diatas senada dengan pendapat A.P.
Parifidungan yailu

7
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Pendaftaran ini melaiui suatu ketentuan yang sangat telti dan terarah
sehingga tidak mungkin asal saja, lebih-lebih Jagi bukan tujuan
pendaftaran tersebut untuk sekedar diterbitkan bukti pendaftaran tanahnya
saja. Dan kemudian dianggap sebagai suatu yang sudah benar, tetapi
masih harus melihat masalah-masalah material yang ada didalam setiap
hak {ersebut sehingga sedapat mungkin dielakkan kemungkinan adanya
-kelak gugatan dari orang-orang yang merasa lebih berhak . (A.P.
Parlindungan , 1990:4)

Ketentuan yang termual dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah
Repubiik indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, sesuai dehgan pendapat
dart Maria S.W. Sumardjono yang menyatakan bahwa untuk terwujudnya
kepastian hukum tersebut maka penyelenggaraan pendaftaran hak atas tanah
harus meliputi tiga hal yaitu :

1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tapah yang menghasilkkan peta
pendaftaran dan surat ukur. Dari peta pendaflaran dan surat-surat ukur
dapat diperoleh kepastian mengenai lelak, batas dan luas tanah yang
bersangkutan (asas spesialitas)

2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak lain serta beban-
beban ferhadap tanah yang bersangkutan. Pendaftaran ini memberikan
keterangan tentang status tanah dan siapa yang berhak atas tanah tersebut.
(asas openbaarhieid)

3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat
(sertifikat). (Maria S.W. Sumardjono, 1997. 23 - 34.)

Untuk mencapai fujuan penyelenggaraan pendaftaran hak atas tanah
maka periu adanya asas publisitas dan asas spesialitas yang merupakan syarat
dalam menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah. Asas publisitas lebih
menekankan pada segi legalitas yakni segi-segi hukum atas tanah sedangkan
asas spes/glitas adalah menyangkut hubungan subyek hukum dengan obyek
hak (fanah} harus jelas. Disamping #u, pendaftaran hak atas tanah harus
mengandung asas sederhana (ketentuan pokok dan tatacaranya mudah
dipahami), aman (pendaftaran tanah diselenggarakan secara teliti dan cermat
sehingga dapat memberikan kepastian hukum), ferjangkau (biaya lidak
memberatkan golongan ekonomi- lemah), mutakpir (data pendaftaran tanah
harus dipelihara), dan terbuka bagi masyarakal untuk memperoleh keterangan
tentang data yang benar setiap saat.

Pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah sebagaimana yang
diamanatkan UUPA adalah merupakan suatu kewajiban bailk bagi pemerintah
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maupun bagi masyarakat (para pemegang hak tanah). Pasal 19 ayal (1) UUPA
menekankan kewajiban itu kepada pemerintah untuk mengadakan pendaftaran
hak atas fanah di seluruh wllayah Republik Indonesia, sedangkan Pasal-Pasal
12 ayat (1), 32 ayat (1), dan 38 ayat (1) UUPA yang menetapkan bahwa Hak
Milik, Hak Guna Usaha Dan Hak Guna Bangunan demikian pula setiap
peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus
didaftarkan adalah merupakan kewajiban bagi yang mempunyai hak tersebut
dengan maksud agar diperoteh kepastian hukum terhadap hak atas tanahnya.
Hal ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang hak
untuk mendaftarkan sebidang tanahnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Republik indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
khususnya Pasal 9 dinyatakan bahwa obyek pendaftaran tanah tidak hanya
bidang-bidang tanah fertentu saja letapi diperluas hingga obyek-obyek tertentu
yang berkaitan dengan tanah yaitu :

a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna Usabha,
Hak Guna Bangunan dan Mak Pakai

Tanah Hak Pengeloiaan

Tanah Wakaf

Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

Hak Tanggungan

M e a o o

Tanah Negara (Pendaftaran dilakukan dengan cara membukukan bidang
tanah yang merupakan tanah negara dalam daftar tanah)

Menurut Marla S.W. Sumardjonc pendafiaran hak atas tanah
mempunyai tujuan umtuk memberikan kepastian hukum dan periindungan
hukum kep_ada pemegang hak atas tanah, pemiik satuan rumah susun dan
pemegang hak tanggungan. Pendaftaran hak atas tanah juga dimaksudkan
untuk menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan dan
Pemerintah memperolieh dala tentang sebidang tanah, serta unfuk
terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Pendapal Maria S.W.
Sumardjono sesual dengan tujuan pendaftaran hak alas tanah yang terdapat
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997
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tentang Pendaftaran Tanah, khususnya yang diatur dalam Pasal 3 yang
menyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan :

8. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-
hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membukiikan dirinya
sebagal pemegang hak yang sah .

b. Penyediaan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
termasuk Pemerintah, agar dengan mudah dapat diperoleh data yang
diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan hukum mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
Untuk dapat mewujudkan fungsi informasi, maka data yang berkaitan
dengan aspek fisikk dan yuridis atas bidang-bidang {anah yang sudah
terdaftar daiam batas-balas tertentu terbuka untuk umum.

c. Terselenggaranya tertlb administrasi perlanahan. {Peraturan Pemerintah
Republik indonesia Nomor 24 Tahun 1997 1987:12)

Datam rangka mewujudkan terciptanya tertib adminisirasi pertanahan,
maka setiap bidang tanah hak atau saluan rumah susun, lermasuk peralihan
haknya, pembebanan hak dan hapusnya hak yang bersangkulan wajib
didaftarkan pada Kantor Pertanahan.

B. Pendaftaran Hak Atas Tanah Secara Slstematik Menurut Peraturan

Pemerintah Republlk indonesla Nomor 24 tahun 1997
Tuluen darl pendaftaran hak alas tanah tersebut akan tercapal jika

kegiatan pendafiaran hak atas tanah menurul Peraturan Pemeriniah Republik

Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 dapat dilaksanakan dengan baik. Kegiatan

pendaftaran hak atas tanah dapal dilaksanakan dalam tahapan ;

a. Pendaftaran hak atas tanah untuk pertama kali.
Pendaftaran hak atas tanah pada tahapan ini dilakukan lerdapat bidang-
bidang tanah yang belum pernah dideftar baik melalui prosedur yang ada
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961
maupun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
1987. Pendaflaran hak atas tanah untuk pertama kali mefiputi kegiatan
pengumpuian dan pengolahan data fisikk, pembuktian hak dan
pembukuannya, penerbitan sertifikat, penyajian dafa fisik dan data yuridis
serta penyimpanan daftar umum dan dokumen. Hal ini sesuai dengan
Ketentuan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 1997.
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b. Pemeliharaan date pendaftaran tanah.

Pada tahap ini pendaftaran dilakukan terhadap seliap ada perubahan data
yang terjadi kemudian. Perubshan data tanah fanah itu mungkin dapat
terjadi, misalnya peralihan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah
dengan hak atas fanah lainnya dan hak tanggungan, pemecahan bidang
tanah, penggabungan bidang tanah serta pergantian nama pemegang hak
atas tanah. Hal int sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan
bahwa kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi pendaftaran
peralihan dan pembebanan hak serta pendaftaran perubahan data
pendaftaran hak tanah lainnya.

Pendaftaran hak atas tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui
cara sistematik dan sporadjk. Pengertian Pendaftaran hak atas tanah secara
sistematik dapat ditemukan dalam ketenfuan Pasal 1 angka 10 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan

Pendaftaran tanah secara sisfematik adalah kegiatan pendaftaran tanah
untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meiiputi semua
obyek pendaftaran tanah yang belum didaflar daiam wilayah atau baglan
wilayah suatu desa atau keiurahan. {Hadi Setia Tungga/, 1997:4)

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas maka pendaftaran hak
atas tanah secara s/stematik dilaksanakan berdasarkan pada suatu rencana
kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menleri.
Dengan diukur lokasi pendaftaran meliputi wilayah yang ditetapkan oleh Kepala
Badan Pertanahan Nasional yang meliputi desa atau kelurahan yang
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terlentu antara lain lersedia peta
dasar. Atau dengan kata lain pendaftaran hak atas tanah secara sistematik ini
dilakukan terhadap suatu wilayah desa atau keiurahan yang bhelum didaftar.
Pendaftaran tanah secara sistenatik berbeda dengan pendaftaran hak atas
tanah secara sporadik.

Pendaftaran hak atas tanah secara sporadik adalah kegiatan
pendaftaran hak atas tanah unfuk pertama kali mengenai satu atau beberapa
obyek pendaftaran hak atas fanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu

desa/kelurahan secara individual atau massal. Pengerlian Pendaftaran hak
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atas tanah secara sporadik tersebut termuat dalam Ketentuan Pasal 1 angka 11
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 1997 maka kedua cara pendaftaran hak atas tanah lersebut
dilaksanakan, walaupun lebih menitikberatkan pada pendaflaran hak atas
tanah secara sistematik karena melalui cara ini akan mempercepal perolehan
data mengenai bidang-bidang tanah yang akan didaftar daripada melalui
pendaftaran hak atas tanah secara sporadik.

Pendaftaran hak atas tanah secara sistematik berbeda dengan
pendaftaran hak atas tanah secara sporadik, dimana perbedaan tersebut
terletak pada inisiatif dan permintaan serta biaya. Dalam pendaftaran hak atas
tanah secara sistematik balk prakarsa dan biaya ditanggung oleh pemerintah.
Anggota masyarakal tinggal membantu dalam pelaksanaannya yang berkaitan
dengan penyediaan data yang diperlukan misalnya menunjukkan batas-balas
bidang tanah, menunjukkan bukli pemilikan tanah dan lainnya demi kebenaran
data fisik dan dala yuridis. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dibual lebih
dulu rencana kerja yang meliputl jangka waktu yang agak panjang dan rencana
tahunan yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan pendaftaran hak atas tanah
secara sistematik, Kepala Kanlor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi
yang dibentuk oleh Menterl alau pejabal yang ditunjuk. Susunan Panitia
Ajudikasi terdiri dari seorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat
oleh seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional, beberapa anggota yang
terdiri dari seorang pegawal Badan Pertanahan Naslonal yang mempunyai
kemampuan pengetahuan dibidang pendaftaran hak atas tanah dan seorang
pegawai Badan Perlanahan Nasional yang mempunyai kemampuan
pengetahuan dibidang hak-hak atas lanah serta ditambah dengan Kepala
Desa /Lurah atau tetua adat, tokoh masyarakat yang dianggap tahu mengenai
kepemilikan bidang tanah yang akan didaftar. Tugas utama Panitia Ajudikasi
adalah mengumpulkan dan mengolah data fisik dan vyuridis tanah seria
menetapkan dan mengesahkan kebenaran dala bagi keperluan pendaftaran
yang berakhir dengan penerbitan sertifikat. Susunan Panitia Ajudikasi dalam
pendafiaran hak alas lanah secara sistematik diatur dalam Pasal 8 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997. Pendaftaran hak atas

—
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lanah secara sporadik, pelaksanaannya dilakukan atas permintaan pihak yang
berkepentingan. Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah
pihek-pihak yang berhak atas bidang tanah yang bersangkutan atau kuasanya.
Pada pendaftaran hak atas tanah secara sporadik, inisiatif untuk mendafiarkan
dalang dari anggota masyarakal yailu individu atau badan hukum vyang
kebetulan mempunyai bidang tanah yang pendaftarannya diwajibkan. Kegiatan
pendaftaran hak atlas tanah secara sporadik dilaksanakan karena
keterbatasan-keterbatasan dari pemerintah, misalnya dana dan unfuk
menampung keinginan masyarakat dalam pensertifikatan tanah yang semakin
besar. |

Tuyuan utama diselenggarakan Prdyek Administrasi Pertanahan atau
ajudikasi adalah untuk menjamin kepaslian hukum hak atas tanah dengan
proses percepatan pendafiaran hak atas tanah yang mengandung unsur murah
dan sederhana sebagai perwujudan dari cita-cila yang terkandung daiam
Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yaitu membaniu
mewujudkan kesejahteraan masyaraka! berpenghasilan rendah atau ekonomi
lemah. Lebih lanjil Son/ Harsono (mantan Kepala BPN/ Menteri Negara
Agrarig) menyatakan bahwa Proyek Adminisirasi Pertanahan alau ajudikasi ini
bertujuan antara lain . { Soni Harsono, 1997 . 1)

1. Mempercepat proses administrasi pendaftaran hak atas tanah di seluruh
wilayah Indonesia fermasuk pembualan peta-peta dasar pendaflaran hak
atas tanah yang lengkap, memperbaiki kelembagaaan {termasuk
menyempurnakan dan melengkapi hukum pertanahan ;

2. Memberikan rasa aman kepada pemegang hak atas tanah karena adanya

kepastian hukum mengenai subyek maupun obyek hak atas tanah,

. Menghindar! atau mengurangi sengketa-sengketa tanah:

. Mempercepat proses pendafiaran hak atas tanah dengan biaya yang murah

, mudah dan kepastian transaksi mengenai tanah;

5. Meningkatkan kemampuan aparat dibidang pertanahan dan merumuskan
kebijaksanaan serta menyempurnakan hukum pertanahan dalam menuju
catur tertib pertanahan dalam menuju catur ferlib pertanahan.

LA

Unfuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya dukungan penuh dari
berbagai sarana, baik darl sektor finansial, ketentuan-ketenfuan atau peraturan-
peraturan, perangkat tenaga kerja pelaksana karena Proyek Administrasi
Pertanahan atau ajudikasi merupakan model dalam upaya mempercepat

pensertifikatan tanah dengan tercbosan memberikan kemudahan dan biaya
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yang ringan. Disamping #lu karena pekerjaan penseriifikatan tanah melalui
Proyek Administrasi Pertanahan merupakan pekerjaan besar yang mungkin
banyak kendala dalam peiaksanaannya, sehingga sangal diperiukan peran
koordinatif dan dukungan para Kepala Desa atau Kelurahan dan Camat beseria
perangkatnya sebagal salah satu ujung tombak aparatur dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan tersebut diatas, maka apara! peiaksana Proyek
Administrasi Pertanahan atau ajudikasi dituntut unfuk melaksanakan tugasnya
dengan keteltian dan ketekunan dalam melakukan pendataan riwayat bidang-
bidang tanah serta dalam proses penerbitan sertifikalnya agar tercipta rasa
aman dan terjamin bagl masyarakat yang tanahnya didaftar melalui proyek
tersebut. Disamping ilu, usaha-usaha konkrit harus dilakukan pemerintah
adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat seperti yang menjadi tujuan
dari Proyek Administrasi Pertanahan alau Ajudikasi yaitu tanpa adanya sediki
niat untuk mempersult masyaraka! dalam proses penerbilan seriifikat, seperti
kemudahan dalam mempersiapkan alat bukti kepemilikan tanah, data-data
pribadi pemochon serta biaya sehingga terjangkau oieh masyarakal dari
golongan ekonomi lemah dengan diimbangi oleh peningkatan pelayanan
kepada masyarakat.

Uniuk menyelenggarakan Proyek Administrasi Pertanshan, Menteri
Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan
Keputusan yaitu, Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Perfanahan
Nasionai Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Struktur Organisasl dan mekanisme
kerja Proyek Administrasi Pertanahan.

Struktur Organisasi Pertanahan fersebul unfuk fingkat Kabupaten atau
Kota khususnya yang ada di Kanlor Pertanahan Kota Surabaya terdiri dari :

1. Kepala Kantor Perlanahan

2. Management Support Unit of Kantor Perianahan { MSU- Kp) yang terdiri dari
para Kepala seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau yang mewakili
dingkungan Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang secara ex officio
diketua oleh salah seorang Kepala seksi yang ditunjuk.

3. Panitia Ajudikasi
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Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya adalah mengusulkan
kelurahan yang akan menjadi lokasi Proyek Administra si, memberikan pefunjuk
mengenal operasional teknis pelaksanaan dan penyelesaian masalah kepada

Panitia Ajudikasi serta bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi. Sedangkan tugas Management Support Unit Of

Kanlor Pertanahan (MSU-Kp) adalah membaniu tugas-tugas Kepala Kantor

Pertanahan Kota Surabaya dalam kegiatan operasional Proyek Adminisirasi

Pertanahan, membaniu kelancaran kegiatan fisik dan administrasi Panitia

Ajudikasi, mengadakan koordinasi dengan pihak {erkait diwilayah kota

Surabaya serta bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Kota Surabaya.

Tugas Panltia Ajudikasi adalah membuat laporan dua mingguan
pelaksanaan Proyek Administrasi Pertanahan yang menyangkut masalah teknis
operasional serta bertanggungjawab kepada.'l(epala Kanfor  Pertanahan.
Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran hak atas tanah secara sistematik di
Kanlor Perlanahan Kola Surabaya dilaksanakan oieh suatu fim yang disebut
Panitia Ajudikasi yang terdiri dari
1. Seorang ketua Tim Ajudikast merangkap anggota, yang difaba! oleh

Pegawai Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang mempunyai kemampuan
di bidang pendaftaran hak atas tanah dan atau mempunyai pangkat
tertinggi diantara para anggota;

2. Wakil ketua | merangkap anggota , yang dijabat oleh pegawai Kantor
Pertanahan Kota Surabaya yang mempunyai kemampuan dan pengefahuan
dibidang pendaftaran hak atas tanah;

3. Wakil Ketua I merangkap anggota yang dijabat oleh pegawai Kantor
Pertanahan Kota Surabaya yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan
dibidang hak-hak atas tanah;

4. Anggola yang terdiri dari Satuan Tugas (Satgas) pengumpul data fisik dan
Salgas pengimpui data yuridis

5. Dibantu oleh Lurah yang bersangkutan atau Pamong Desa yang ditunjuk
sebagai anggota. Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah dengan
seorang yang dianggap mengetahul data yuridis bidang-bidang tanah
dilokasi pendafiaran hak alas tanah secara sistematik, misainya Kepala
Lingkungan Setempat.
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Keanggotaan Satuan Tugas (Satgas) Ajudikasi jumlahnya disesualkan

dengan kebuluhan . Satuan Tugas (Satgas) Ajudikasi ini terdiri dari :

1.

Satgas Pengukuran dan Pemetaan yang terdiri dari beberapa petugas ukur,
yang dalam meiaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa orang
pembaniu petugas ukur;

. Satgas Pengumpul Data Y uridis terdiri dari -

a. Seorang pegawai Kantor Pertanahan yang mempunyai pengetahuan
dibidang hak-hak afas tanah,

b. Seorang pegawai Kanlor Pertanahan yang mempunyai pengetahuan
dibidang pendaftaran hak atas tanah;

¢c. Seorang anggota pemerintah desa atéu kelurahan dari wilayah yang
bersangkulan;

. Satgas Administrasi terdiri dari :

Seorang atau beberapa orang petugas tata usaha yang dalam
melaksanakan lugasnya dibantu oleh beberapa orang pembantu tata usaha.

Pada dasarnya, dalam pelaksanaan Proyek Administrasi Pertanahan

secara keseluruhan mempunyal tugas dan wewenang yaliu :

a.
b.

Menyiapkan rencana kerja ajudikasi secara terperinci;

Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli dala yuridis semua bidang tanah
yang ada diwilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan
dokumen kepada pemegang hak atas tanah atau kuasanya,

Menyelidiki riwayat hak atas {anah dan menilai kebenaran aiat bukti
pemilikan atau penguasaan tanah;

Mengumumkan dala fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan,

. Membantu menyelesaikan ketidaksepakatan atau sengketa antara pihak-

pihak yang bersangkutan mengenai dala yang diumumkan.

Mengesahkan hasii pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d
yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan
pemberian hak;

. Menyampalkan laporan secara periodik dan menyerahkan hasll kegiatan

Panitia Ajudikasi Kepada Kepala Kantor Pertanahan;
Melaksanakan tugas-fugas lain yang diberikan secara khusus kepadanya,
yang berhubungan dengan pendaftaran hak atas tanah secara sistematik.
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Untuk dapat mencermati pendaftaran hak atan tanah secara sistematik, dapat
dilihat dalam diagram Proses Pengukuran Untuk Pendaftaran Hak Atas Tanah
(Diagram Diatas).

Adanya Pendaftaran hak atas tanah secara sistematik maka diinginkan
sebagai salah satu sarana unluk tercapainya Catur Terlib Pertanahan. Catur
terlib pertanahan merupakan landasan pokok pelaksanaan perfanahan untuk
menyusun program-program penataaan kembail penggunaan, penguasaan dan
pemilikan tanah dengan maksud unluk menciptakan suasana yang dapat
menjamin  terilaksananya pembangunan dengan meningkatklan jaminan
kepastian hak-hak alas tanah, kelancaran pertanahan yang fepat, murah
dan cepat agar terfangkau oleh segenap lapisan masyarakal. (/mam Maksum,
1989: 14)

Catur Tertib Pertanahan merupakan pedoman bagi penyelenggaraan
tugas-tugas pengeiolaan dan pengembangan adminisirasi pertanahan, juga
merupakan gambaran tentang kondisi alau sasaran antara yang ingin dicapai
dalam pembangunan pertanahan yang dilaksanakan secara bertahap.

Kebljaksanaan pemerintah dalam pembangunan bidang pertanahan
yang dikenai dengan Catur Terlib Pertanahan , Meliputi ; (Urip Santoso, 1994,
25-30 }

a. Tertib Hukum Pertanahan :
Dasar hukum utama peraturan perundang-undangan bidang pertanahan
adalah UUPA . UUPA hanya mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang
pokok saja dan masih membutuhkan peraturan pelaksanaannya. Upaya
pembuatan peraturan perundang-undangan sebagal pelaksana UUPA
sangat Penting dalam rangka mewujudkan tertib hukum pertanahan,
sehingga dapatl tercapai tujuan pokok UUPA yaitu melelakkan dasar-dasar
bagi penyusunan hukum agraria nasional, melelakkan dasar-dasar untuk
mengadakan kesatuan dan kesederhanaan daiam hukum pertanahan, dan
meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai
hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyal Indonesia. Contoh konkrit agar tertib
hukum pertanahan dapat tercapal yailu munculnya Peraturan Pemerintah
Repubiik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tenlang Pendaftaran tanah yang
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mempunyai tujuan unluk menimbulkan kepasiian hak atas tanah dengan
dikeluarkannya alat bukli yang kuat (sertifikat).

. Tertib Administrasi Perlanahan

Dengan semakin meningkatnya pembangunan bidang pertanahan , tertib
administrast pertanahan merupakan .porsi yang diutamakah dengan jalan
menyempurnakan peraturan perundang-undangan dan penyederhanaan
pelayanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat khususnya pemegang
hak atas tanah. Diharapkan dengan adanya tertib adminis{rasi pertanahan
maka setiap pelayanan dibidang pertanahan diusahakan berjalan lancar,
tertib, murah dan sederhana sehingga dapat mendorong kepada
masyarakal untuk menyelesalkan urusannya yang berkaitan dengan hak
atas tanah. |

. Tertib Penggunaan Tanah

Tertib penggunaan tanah harus sejalan dengan jiwa dan semangat Pasal 33
ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa tanah
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan uniuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Hal inl sejalan dengan ketenfuan Pasal 2 UUPA, Pasal
14UUPA dan Pasal 15 UUPA yapng menegaskan bahwa Pemerintah
membual rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan dan
penggunaan lanah untuk berbagal keperluan yang berdpa ruang lingkup
nasional, regional dan lokal untuk mencapai sebasar-hesarnya kemakmuran
rakyat dengan letap memperhalikan kelestarian lingkungan hidup. Upaya
unfuk mewujudkan terlib penggunaan tanah dapat dilakukan dengan
penataan kembali penguasaan , penggunaan dan pemilikan tanah termasuk
pengatthan hak alas tanah, penyusunan rencana penggunaan tanah baik
uniuk tingkat nasional maupun fingkat daerah, dan pembualan peta
penggunaan tanah. Dengan adanya tertib penggunaan tanah maka dapat
terwujud fungsi sosial hak atas tanah seperti yang ditegaskan dalam Pasai 6
UUPA. Hal ini berarti, dalam penggunaan tanah ilu harus ada
keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat
dan negara termasuk kepentingan pembangunan.
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d. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup

Pasai 15 UUPA menjelaskan bahwa pemelharaan tanah, termasuk
menambah kesuburannya serta mencegab kerusakannya adalah kewajiban
tiap-tiap orang , badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan
hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan golongan ekonomi lemah.
Ketentuan ini merupakan landasan bagi setiap orang, badan hukum maupun
instansi pemerintah yang mengauasi memilki atau menggunakan tanah
wajib menjaga kesuburan dan keiestarian lingkungan hidupnya.

Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup dapat terwujud apabila
pemerintah secara kontinyu melakukan pembinaan kepada masyarakat
yang mendirikan usaha-usaha yang dapat menimbulkan dampak yang tidak
baik terhadap lingkungan. Begitu pula , masyafakat harus juga berpartisipasi
secara aktif dengan jalan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku yang
herkaitan dengan tanah sehingga tidak mengganggu Kelestarian lingkungan
hidup.
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BAB V
KESIMPULAN

Pendaftaran hak atas tanah diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria
khususnya dalam Pasal 19 UUPA. Lebih lanjul diatur dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 (Lembaran Negara
Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171) tentang
Pendaftaran Tanah. Dalam Kenyataannya, Pendaflaran hak atas tapah yang
diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemeriniah Repubiik indonesia Nomor
10 Tahun 1961 fersebut selama lebih dari 35 (tiga puluh lima tahun) belum
cukup memberikan hasil yang memuaskan.Sehubungan dengan hal itu, maka
dalam rangka meningkatkan dukungan yang lebih baik pada pembangunan
nasional dengan memberikan kepastian hukum dibidang pertanahan,
dipandang perlu unfuk mengadakan penyempurnaan pada ketentuan yang
mengatur pendaftaran hak atas tanah. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696} tentang Pendaftaran Tanah
merupakan peraturan yang menyempurnakan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 1961. Peraturan Pemerintah Republik indonesia
Nomor 24 Tahun 1997 lebih tegas dan konkrit dalam pelaksanaan pendaftaran
hak atas tanah. Salah satu bentuk pelaksanaan pendaftaran hak atas tanahnya
adalah pendaftaran hak atas tanah secara sistematik.

Pelaksanaan Pendaftaran hak alas tanah secara sistemalik melalui
Proyek Administrasi Pertanahan merupakan terobosan dalam pembangunan
dibidan pertanahan yaitu sebagai salah satu jangkah operasional yang lelah
dilaksanakan oleh Badan Perlanahan Nasional (BPNj) daiam hal inl dilakukan
oleh Kanfor Pertanahan Kabupalen atau Kota dalam rangka mempercepat
pendaflaran hak atas tanah dengan cara pengumpuian data pendaftaran hak
atas fanah dilakukan secara serentak yang meliputi semua cbyek pendaftaran
hak atas tanah yang belum didaftar datam wilaya atau baglan wilayah suatu
desa aiau kelurahan.Pendaftaran hak atas tanah secara sistematik ini
merupakan realisasi untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi

pemegang hak atas fanah dengan prosedur yang sederhana, murah dan cepal.
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Untuk itu, masih sangat diperlukan adanya peningkatan profesional kerja dari
pegawai Kantor Pertanahan sehingga akan dihasilkan data-data fisikk maupun
data-data yuridis yang akurat dan cermat.
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